SALINAN

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN,
PENGAWASAN, DAN PENYERAHAN KONTRIBUSI PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM RANGKA PEMANFAATAN KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN
MAKSIMUM UNTUK BANGUNAN TINGGI DAN PENAMBAHAN

Menimbang

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

a. bahwa dalam rangka pemberian koefisien lantai

bangunan maksimum bagi bangunan tinggi dan
penambahan intensitas pemanfaatan ruang
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang
dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-
2038, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penyerahan
Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam Rangka
Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan Maksimum
Untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan Intensitas
Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37
Tahun 2020;

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum
dan sesudah diundangkannya Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota
Surabaya Tahun 2018-2038, serta dalam rangka
memberikan kemanfaatan umum sesuai dengan
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan
Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam
Rangka Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan
Maksimum untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan
Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor
37 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditinjau kembali;



Mengingat

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Pengawasan dan Penyerahan Kontribusi
Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pemanfaatan
Koefisien Lantai Bangunan Maksimum Untuk
Bangunan Tinggi dan Penambahan Intensitas
Pemanfaatan Ruang;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun
2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);



Menetapkan

14 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun
2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor
8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 6);

16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan
Penyerahan Kontribusi Pembangunan Daerah Dalam
Rangka Pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan
Maksimum Untuk Bangunan Tinggi dan Penambahan
Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor
37 tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29
TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN WALIKOTA
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENGAWASAN
DAN PENYERAHAN KONTRIBUSI 2 PEMBANGUNAN
DAERAH DALAM RANGKA PEMANFAATAN KOEFISIEN
LANTAI BANGUNAN MAKSIMUM UNTUK BANGUNAN
TINGGI DAN PENAMBAHAN INTENSITAS
PEMANFAATAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Pengawasan dan Penyerahan Kontribusi Pembangunan
Daerah dalam Rangka Pemanfaatan Koefisien Lantai
Bangunan Maksimum untuk Bangunan Tinggi dan
Penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 29)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Nomor 37 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2020 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17
berbunyi sebagai berikut :



Pasal 17

(1) Pemohon yang melanjutkan permohonan
pemanfaatan koefisien lantai bangunan maksimum
untuk bangunan tinggi dan penambahan intensitas
pemanfaatan ruang, maka pemohon wajib melunasi
pembayaran kontribusi paling lambat bersamaan
dengan pembayaran retribusi IMB, kecuali dalam
hal pemohon mendapatkan keringanan pembayaran
kontribusi dalam bentuk angsuran pembayaran.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan mendasarkan pada Keputusan Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
hurufe.

. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal
yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Walikota dapat memberikan keringanan
pembayaran kontribusi dalam bentuk angsuran
pembayaran kontribusi.

(2) Walikota melimpahkan kewenangan untuk
memberikan keringanan pembayaran kontribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang.

(3) Penetapan pemberian keringanan pembayaran
kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan
Tata Ruang Dberdasarkan permohonan dari
pemohon.

(4) Permohonan keringanan pembayaran kontribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan
terhadap nilai kontribusi yang telah ditetapkan
dalam Keputusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) hurufe.

(5) Pemberian keringanan pembayaran kontribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali yang
dibayarkan setiap bulan secara berurutan.



(6) Dalam hal pemohon tidak melunasi pembayaran
kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
maka dapat dikenai sanksi berupa :

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. pencabutan IMB.

Pasal 17B

(1) Pelaksanaan keringanan pembayaran kontribusi
pembangunan daerah dilakukan sebagai berikut:

a. pemohon mengajukan permohonan keringanan
pembayaran  kontribusi kepada = Walikota
Surabaya melalui Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya
dan Tata Ruang disertai dengan pertimbangan
dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
pemohon;

2) Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan
Nilai Kontribusi;

3) Surat Pernyataan  kesanggupan untuk

membayar;
4) Surat Kuasa apabila permohonan
dikuasakan;
b. berdasarkan permohonan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan
verifikasi  terkait permohonan keringanan
pembayaran kontribusi;

c. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota

Surabaya melaporkan hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
Walikota;

d. dalam hal Walikota menyetujui permohonan
keringanan pembayaran kontribusi, maka
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota
Surabaya menerbitkan Keputusan pemberian
Keringanan Pembayaran Kontribusi;



(2)

e. dalam hal  Walikota  tidak  menyetujui
permohonan keringanan pembayaran kontribusi,
maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata
Ruang Kota Surabaya menerbitkan surat
penolakan

f. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
menyampaikan surat penolakan atau keputusan
pemberian keringanan kontribusi yang telah
ditetapkan kepada pemohon.

Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka 4) hanya diberikan kepada orang
yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau
hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon
izin, yang dibuktikan dengan :

a. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan
bermeterai yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan memiliki hubungan
keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan
kepada orang yang memiliki hubungan
keluarga/saudara; atau

b. surat keterangan bermeterai terkait status
kepegawaian/surat penempatan kerja,
hubungan kerja dalam hal kuasa diberikan
kepada orang yang memiliki hubungan
staf/bawahan /kerja.

3. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 22A

Permohonan pemanfaatan KLB maksimum untuk
bangunan tinggi dan/atau penambahan intensitas
pemanfaatan ruang terhadap SKRK yang terbit
setelah  berlakunya Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota
Surabaya Tahun 2018-2038, mengacu pada
Peraturan Walikota ini.

Permohonan pemanfaatan KLB maksimum untuk
bangunan tinggi dan/atau penambahan intensitas
pemanfaatan ruang terhadap SKRK yang terbit
sebelum Dberlakunya Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota
Surabaya Tahun 2018-2038, berlaku ketentuan
sebagai berikut:



a. apabila bangunan telah memiliki IMB atas SKRK
tersebut, perhitungan nilai kontribusi dihitung
dari selisih antara kelebihan pemanfaatan ruang
yang diajukan dengan pemanfaatan ruang yang
diizinkan pada IMB; dan/atau

b. apabila bangunan belum memiliki IMB atas
SKRK tersebut, maka perhitungan nilai
kontribusi mengacu ketentuan dalam Peraturan
Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 November 2020
WALIKOTA SURABAYA,
ttd
TRI RISMAHARINI
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 63




